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BAB 1. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Tegalsar, Kec. Candisar, Semarang 50614
Telp. (024) B311174 Faximile (024) B311172
laman hitp:/iwww jatengprov.go.id
Surat Elektronik bpkad@jalengprov.go.id

Semarang, 20 Maret 2025

Nomor . DP.05.2/PPB]/ 111/ 2025
Lampiran 1 (satu) berkus
Kepada Yih,

CV. Arif Jaya Karya
Di Kotn Semarang

Porihal - Pengadoan  Langsung, untuk Pemeliharnan  Sekretaris AHD pada BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Tahun Anggaran 2025

Demgan ini Saudara kami undung untuk mengikuti proses Pengadann Langsung securd
clektronik paket Pengndaan Pekerjuan Konstruksi scbagai berikut:

1. Paket Pekerjaan
Nama paket . Pemelihiaraan Pemeliharaan Sekreturiat AHD, urainn singkal
pekerjaan
1. Pekerjaan Perstapan
2. Pekerjaan Lantai
3. Pekerjaan Sanitasi
4. Pekerjaan Pengecatan
Nilui total HPS : Rp. 74.976.000,00
Sumber penduanaan . APBD Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran r 2025
2, Peluksanaan
Tempat dan alamat : ASRAMA HAJI DONOHUDAN BOYOLALI
Telepor/Fix +024-8311174
Wehsite LFSE s hittpad fpse Jjutengprov.go.id/

Saudara diminta untuk menyampaikan penawardn administrasi, feknis, dan biaya seria data
fualifikasi secara langsung sesual dengan jadwal pelakspnaan sebagal berikul:

| No Kegiatan ] | Hari/Tanggal  Waktu___|

i Femasukan dan Pembukaan Dokumen Kamis, 20 Maret 2025 Menyesuaikan

| Penawaran dan Data Kualifikasi sd Senin, 24 Marel | jadwal pada

O] O N | e 2025 larmun SESE |
b. Evaluasi, Pembuldian Kualifikasi, 24 Marel 2025

L Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga .

o [ PenandatangananSPK [ 26Maret2025 ES

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebil lanjut, dapat menghubung
kami sesusi alumat terschul di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen
Fenawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahu
Pejubal Pengadaan padi

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Dacrah
Provinsi Jawa Tengah

e

NIF. 19790805 201001 1 Q05




BAB II. UMUM

Dokumen Pemililan ini disusun untuk membantu Pelaku Usaha dalam menyiapkan
Dokumen Penawaran dan Data Kualifikas berdasarkan Pernturan Presiden No. 168
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan

Aluran furunannyi.

Dalam hal terdapat perientangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan
(LDP) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKF), makn yang digunakan adalsh ketentuan
pada Lembar data Pemilihan (LDF.

Dalam dokumen ini dipersunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berilut:

Pekerjaan Konstruksi

LDF
FA
KFA

UKFE]

Pelnku Usaha Orang
Asli Papua

Peniyedia

Sursi Jaminan

Keseluruhan atau  scbagian  kegiatan yang meliputi
pembangunan, pengoperasian, pemeliluraan,
pembongkaran, dan  pembangunan kembali  suatu
hingunan.

Perkiraan hargn barang/jasa yang ditetapkan oleh PFK
yang telah memporhitungkan  biaya tidak langsung,

keuntungan dan Pajak Pertambahan Milui
Lembar Data Pemnilihan

Pengsuna Anggaran

Kuasa Penggunn Angzaran

Unit Kerjn Pengadaan Barang/Jasa yang selanjuinys
disingkat UKPB adalah unit kerja di
Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah yang
menjadi pusal keunggulan Pengadaan Barang/jasi.

Pejabal Pengadaan
Pejabal Pembual Komitmen

Yang selanjutnya disebut Pejabal Penundalangan Kontrak
adalah  Pejabat  yang memiliki kewenangan untuk
mengikal perjanjian  atau menandatangani Kontrak
dengan Penyedia, dapat berasil dari PA, KPA, atau FPK.

padan usaha alau persecrangan yang miclakokan usaha
dan/atau kegiatan pada bidang tertentu

yang selanjutnyn discbul pelaku usaha Papuad adalah
calon penvedia yang merupakan/dimiliki orang usli
Papun dan berdomisili/ berkedudukan di Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Baral.

adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa
berdusarkan kontrak.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Syrat Penunjukan Penyedia Barnng/Jasa

Jaminan  flertulis  yang dikeluarkan oleh  Bank
Urmum/ Perusahaan Penjaminan/Perusshaan
Asuransi/Lembaga keuangan khusus yang menjolankan
usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi
untuk mendorong ekspor Indonesia sesupi dengan




Daftar Kuantitas dan
Harga/Daftar
Keluaran dan Harga
Masa Pelaksanaan
Pekerjaan (Jangka
Waktu Pelaksanaan
Pekerjaan)

Petugis Kesclamatan

Biaya Penerapan
SMEK
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ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Lembaga pembiiyaan ekspor Indonesia.

Daftar kuantitas/keluaran yang telah diisi harga satuan
kuantitas/keluaran dan jumlah biaya keseluruhannys
yang merupakan baglan dari penawaran.

Jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung
berdasarkan SPMK sampai dengan serah lerima pertama
pekerjaan,

. seqaly kegiatan keteknikun untuk mendukung Pekerjaan

Kemstruksi dalem  mewujudkan  pemenuhan  standar
keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan
yung menjamin  keselamatan keteknikan konstruksi,
kesclamatan dan kesehutan tenaga kerja, kesclamatan
publik dan lingkungan.

Sistem Manajemen Kesclamatan Konstrukst

: Rencana Keselamasian Konstruksi

tenagd ahli yang mempunyal kompelensi khusus i
bidang K3  Konstruksi  dalum merencanakan,
melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan
dengan  sertifikat  pelatihan  dan kompetensi  yang
diterbitkan oleh lembaga serfifikasi profesi atau instansi
yung berwenang yang mengacu Standar Kompetensi
Kerju Nasional Indoncsin  (SKEND  dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

orang atau petugas K3 Konstruksi yung memiliki sertifikal
yung diterbitkan oleh unit kerja yang menangani
Keselamatan Konstruksi di Kementeriam Pekerjaan Umum
dan Perumshan Rakyal dan/atau yang diterbitkan olizh
Jembaga atau instunsi yang berwenang yang mengaci
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKRN1)
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

© bisya SMKK yang diperiukan untuk menerapkan SMKK

dalam setiap Pekerjuan Konstruksi.
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BAB I11. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKF)

A UMUM

1. Paket Pekerjaan 1.1
dan Identitas

Pejabat
Pengadaan

2. Sumber Dana

|

L

L8

1.9

Pelaku Usaha menyampaikan penawaran atas  paket
Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi dengan kode
Rencana Umum Pengadaan (RUF) sebagaimana tercanium
dalam LIP,

Nama paket pekerjaan schagaimana tercantum dalam LDF,

Uriian singkat paket pekerjnan sebagaimana fercantum
dalam LDP.

Jenis Kontrak sebagaimana lercantum dalam LDF.

Pelaku Usaha yang ditunjiuk berkewajibun  untuk
menyelésaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan
ketentuan ving terdupat dalam kontrak dengan mutu sesuai
spesifikasi teknis dan harga sesuni kontrak.

Nama Kementerian/ Lembagn/ Perangkal Dacrah
whagaimuna tercantum dalam LDP.

Noma Pejabat Pengaduan sebagmmana lercantum dulam
LIVP.

Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana lercantum dnlam
LDP,

Wedsite Kementerian/ Lembaga/ Perangkal [aerah
sebaguimana tercantum dalam LDP.

110 Website SPSE schagaimana tercantum dalam LDP.

Sumber pendanaan, pagu Anggaran, dan HES uniuk pengadaan
pekerjann  konstruksi ini  dibiayai  dari sumber pendannan
scbagaimana tercantum dalam LDP.

32

Penyedia dan pihak yung terkait dengan pengadaan ini
berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan
ticuk melakukan tindakan sebugai berikut:

& berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan  dalam
bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan
Pelaku Usahs vang berfentangan dengan Dokumen
Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-
undangan;

b, membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan Ilnin yang tidak benar untuk memerahi
persyaratan dalam Dokumen Pemilihan Pengadaun
Langsung, ini.

¢. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk
mengatur hurgs penawirdn,

d. Mengundurkan diri dengan alasan yang tiduk dapal
diterima aleh Pejabat Pengadaan; dan/atau

e. Melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam
pemilihan Penyedia

Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana

dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi ndministrasi

sebagaui berikul:

a. digugurkan dari proses Pengadaan lLangsung atau
pembatalan penetapan calon Penyedia; dan

b. Sanksi Daftar Hitam.




4. Larangan .1
Pertentangan
Eepentingan

4.2
4.3
4.4
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Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan
perannya, menghindari dan mencegah  pertentangan
kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung,

Pertentangan  kepentingan sebaguimunn dimaksud pada

klausul 4.1 antara lain meliputi:

a. Pelaku Usaha Pekerjuan Konstruksi merangkap schagal
Pejubat Penandatangan Kontrak /Pejabat Pengadaan
pada pelaksunaan pengidain di
Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah; dan/stau

b. yang berwenang untuk menandalangani

kontrak/Pejubal Pengadaan baik langsung maupun
tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan
usaha Penyedia,

Pelaku Usahy  dilarang  melibatkan pegawii
Kementerian/ Lembagn/Perangkat Daerah sehagai
pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau fenaga
kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

Peseria yang terbukti melanggar ketentusan perlentangan
kepentingan, maka digugurkan sebagai peserta.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan Persyaratan kualifikasi administrasi dan  teknis sebaguimana
Kualifilasi tercantum dalum LDP meliputi:

Pelaku Usaha i
b.
G

d.

Memenuhi  kelentuan  perundang-undangan  untuk

menjalankan kegialan/usaha.

Memiliki status valid kelerangan Wajib Pajak berdasarkan

husil Konfirmasi Status Wajib Pajalk;

Memiliki akia pendirian perusahasn dan akia perubahan

perusahaan (apabila ada perubahan);

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri

pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

1) Akta Pendirian Pérusahaan dan/ateu perubahannya;

2} Surat Kussa apabila dikuasakan;

3) Bukti bahwa vang diberikan kuasa merupakan pegawal
tetap (apabila dikuasakan); dan

4) Kartu Tanda Penduduok;

. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:

1) Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme;

2) Akan melaporkan kepada PA/KFA/AFIP jika mengetahui
terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme
dalam proses pengadaan ini;

3) Akan mengikuti proses pengadaan  secara bersih,
transparan, dan profesional untiuk memberikan hasil kerja
terbaik sesuni ketentuan perafuran perundang-undangun;
dan

4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalum angkn
1), 2) dan/atau 3) maka bersedis menerima sanksi sesuai
dengan peraturan perundang -undangan;

. Menyetujui Sural pernyataan Peserta berisi:

1) yang bersangkutan dan  manajemennya tidak dalam
pengawnsan  pengadilon, ticdak pailit, dun kegintan
usahanya tidak sedang dihentikan;

2} badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;,

4) yang bertindak untuk dan atas nama badan usghn tidak
sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam;

4) keikutsertnan vang bersangkutan tidak  menimbulkan
pertentangan kepentingn,

5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usiha tidak
sednng dalam menjalani sanks picana;
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6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai
pegawai Kemenlerian/Lembaga/ Perangkat Dacrah atau
pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai
Kementerian/ Lembaga/Perangkal  Dacrnh  yang sedang
mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

7) Permyataan lain yang menjadi syaral kuinlifikasi vang
tercantum dalam Dokivmen Pemilihan; dan

&) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran
vang disampaikan  benar, dan jika dikemudian hari
ditemukan balwa data/dokumen yang disampaikan tidak
benar dan ada pemalsuan maks peserta bersedia dikenakan
sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daflar
hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara
pidana kepada pihak berwenang sesual dengan ketentuan
peraturan perundang undangan;

g, Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesual denzan
subklasifikasi SBU yang cisyaratkan paling kurang 1 (zatu)
pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik
di lingkungan pemerintah  maupun swasta termasuk
pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru
berdiri kurang dari 5 (tign) tahun dan belum memiliki
pengalaman.

h. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKPF) dengan perhitungan:
SKP = KP - P, dimana P adalsh jumlah Paket pekerjman
konstruksi yang sedung dikerjakan.

i. Dalam hal pengadaan langsung jJasi Komstruksi yang
dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan
di Provinsi Papua dan Provinsi Papus Barat, diutamakan untuk
Felakn Usaha Orang Asli Papua.

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

6. 1si Dokumen Deokumen Pemilihan Pengadann Langsung terdiri dari:
Pengadaan Undangan Pengadaan Langsung;
Langsung Instruksi Kepada Pesertu (IKP);
Lembar Data Pemilihan (LDF);
. Spesifikast Teknis dan Gambar,
* duftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga:
Formulir Dokumen Penawaran:
1) Dokumen Administras:
a) Surat Penawaran;
7) Dokumen Penawaran Teknis:
a) Daftar Peralatan; dan
b) Daftar personel beserta dafiar riwayal pengalantin
kerin atau referensi kerja dari Pejabat Penandatangan
Konirak ;
Kriteria personel yang dipersyaratkan:
(1) tidak mensyaratkan Tenaga Ahli;
{2) hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi
kerjn untuk setiap personel yung disynratkan,
(%) dapat mensyaratkan Petugas K3.
%) Dokumien Penawaran Harga:
a) Hargn penawaran sesudi Sural Penawaran  dalam
Dokumen Administrasi; dan
b) Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan

PR TS

Hargsy.
g, Formulir Isian Kualifikasi; dan
h. Rancangan Sural Perintah Kerja (SPK).

D. PENYIAPAN PENAWARAN

7. Dolkumen 7.1  Pelaku Usaha menyinplkan Dokumen Penawaran can Datu
Penawaran dan Kualifiknst schanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
Kualifikasi

2  Dokumen Fenawaran ferdin dari Penawaran Administrasi,
Penawaran Teknis, dan Pennwaran Harga.




7.3

74

7.6

78

Dokumen Penawaran Administrasi terdiri atus:
w. Surat Penawaran, yang didalamnys mencantumkan:
1} tanggal;
2) masa berlaku penawaran schagaimana tercantum
dalarn LDP;
3) jangka wakitu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana
tercantum dalam LDP;
4) harga penawaran (dalam anghka dan huruf); dan
5) tanda tangan oleh:
a) direktur utama/pimpinan perusahaan; atau
B) pencrima kuasa dari dirckiur utama/ pimpinan
perusahaan/pengurus  koperasi yang mama
penerima kuasanya  lercantum dalam  akta
pendirian beserta perubahan terakhir (apabila
adn perubuhan).

b, Surat Kunsa dari dircktur utama/pimpinan perusahaan
kepuda penerima Juasa (apabila dikunsakan) yang
nama penerima  kuasanya tercantum  dalam aketi
pendirian  beserta  perubahan terakhir (apabila ada
perubahan).

Dokumen Penawaran Teknis terdiri atas:

a. Daftar isian peralatan; dan

b. Daftar istan personel beserta daftar pengalaman kerju
atau referensi kerja.

Dokumen Penawaran Harga terdiri atas:

4, Penawaran harga, tereantum dalam Surat Penawaran,

b, Daftar Kuantitss dan Harga (untuk kontrak Hargs
Satunn) atau Daftar Keluaran dan Harga (untuk kontrak
Lumsum).

Biayd overhead (biaya umum) dan keuntungan serla sermui
pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah scria yang
harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket
Pekerjaan Konstruksi ini diperhitunglan dalum 1okl harga
pENAWHTATL.

Dalami hal pengadaan langsung  Pekerjaan Konstruksi
dengan nilai HPS paling secikit di atas Rp50.000.000,00
(limapuluh  juta rupiah), komponen/Hem  pekerjadn
penyelenggaraan  keamanan dan keschatan kerju serta
Kesclumatan  Konstruksi  dimasukkan  dalam Daitar
Kuantitas dan Hargs/ Daftar Keluaran dan Harga dengan
besaran binya sesuai dengan kebutuhan.

Data Kualifikasi terdiri dari Formulir Isian Kualifikasi harus
diisi lengkap dan ditandutangani oleh piluk schagaimana
tercantum pada klausul 7.3 huruf a butir 5).

E. PENYAMPAIAN FENAWARAN

8. Penyampaian
Penawaran

8.1

3.2

Pelaku Usuha menyampaikan Dokumen Penuwaran dan
Duta Kualifikasi kepada Pejabat Pengadaan sebagaimana
tercanium dalam SPSE.

Dengan menyampaikan penawiran sesuai dengan 81
maka Pelaku Usiaha telah menyampaikan dan menyetujui:
4. Pernyataan Pakta Integritas yang berisit
1) Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi,
dan/ alau nepotisme;
2) Akan melaporkan kepada FA/KPA/ARIP jika
mengetahui terjadinys  prakiik korupsi, kolusi,
dan/atau nepotisme dalam proses pengadann ini;
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%) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih,
transparan, dan profesional untuk memberikan
hasil kerja ferbaik sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

4) Apabila melanggar hal-hal yang dinystakan dalam
angka 1) 2), dan 3) maka bersedia menerima
sanksi sesuni dengan permturan  perundang.
undangan.

b. Pernyataan Peloku Usaha yang berisi:

1) yang bersangkutan dan manajemennya ticdak
dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan
kegiatan usahanya tidak sedang dihentiknn;

7) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar
hitam;

3) yung bertindak untuk dan atas nams badan usaha
tidak sedang dalam menjalani sanksi daflar hitam
loir;

4) keikutsertaan  yang  bersangkutan  tidak
menimbulkan perfentangan kepentingan;

5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usiha
tidak sednng menjalini sanksi pidana;

6) pimpinan dan pengurus badan  usaha bulkan
sebagai pegnwi
Kementerian/Lembagn/Perangkat  Duerah  atau
pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai
pegawal Kementerian/Lembaga/ Perangkat
Daersh yang sedang mengambil cuti diluar
langgungan Negari.

¢. Permyataan memiliki, mampu, dan  bersedia
menyampaikan Sertifikal Kompetensi Kerja Personel
yang dipersyaratkan  dalam Dokumen Pemilihan

Pengadann Langsung pacda saat klarifikasi/ negosiasi,

d. Pernyatasn komitmen Keselamatan Konstruksi, yang
berisi:

17 Memenuhi ketenfuan Keselamatan Konstruksi;

Z) Menggunakan lenaga kerja kompeten

bersertifilat;

3) Menggunakan peralatan yang memenuhi standar
kelaikan;

4) Menggunakan material yang memenuhi standar
mwiiug

5) Menggunakan teknologi yang memenuhi stindar
kelalkan;

&) Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur
(SOF); dan

7y Memenuhi B (sembilan)  komponen biayu
penerapan SMEK.

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, PEMBUKTIAN KUALIFIKASL, KLARIFIKAS]

DAN NEGOSIASI
8. Pembukaan 9.1 Penpwaran Pelaku Usaha dibuka sesuai jadwal dalam
Penawaran Undmmgan Pengndann Langsung yang tercantum, dalsm

SFSE.

8.2 Pejabat Pengadasn memeriksa kelengkapun penawaran,
yang meliputi:
. Sural penawaran;
b, Surat kuasa (apabila dikuasalkan);
¢. Dokumen penawnran feknis;
d. Dokumen penawaran harga; dan
e. Data Kualifikasi,




10.1

10:2

Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang
meliputi:

a. BEvaluasi Administrasi dan Kualifikasi;

b. Evaluasi Teknis;

¢. Evaluasi Harea;

d, Pembuktian Kualifikasi; dan

¢, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga,

Evaluasi Administrasi dan Kualifikasic

a. Penawaran  dinyatakan  memenuhi | persyaratan
administrasi, apabila surat penmwaran memenuhi
ketentuan schagm berikut:

1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 7.3
huruf a butir 5);

2) mencantumkan penawaran harga:

3) musa berlaku surat penawaran tidak kurang dari
waktu sebagaimans tercantum dalam LDP; dan

4) jangka waktu pelaksanaan  pekerjaan  yang
ditawarkan  tidak  melebihi  jangka  waktu
sebagaimana tercantum dalam LOP.

b. Jika Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan
administrasi,  Pejabat  Pengadaan  menyatakan
Pengudaan Langsung gagal.

¢. Evaluasi Kualifikasi dengan kepentuan:

1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur
(s avrned fandl) .

2) Evaluasi kelengkapan Formulir lsian Koalifikasi
sesual dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5.

3) Evaluasi terhadap Sertifikal Badan Usaha (SBLY) dan
igin berusaha di bidang Jasa  Konstruksi
memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a) Masa berlaku SBU  tidak  memperhatikun
ketentuan registrast tahunan,

b) Masa berlaku SBU dan izin berusaha di bidang
Jasa Konstruksi yang telah berakhir sebelum batas
akhir pemasukan Penawaran tidak diterima dan
Felaky Usaha dinyatukan gugur,

¢) Dalam hal masa berlaky SBU dan izin berusaha di
bidang Jasa Konstruksi berakhir selelah batas
akhir pemasukan Penawaran, Peluku Usaha harus
menyampaikan S8U dan izin berusaha di bidang
Jasa Konstruksi yang sudah diperpanjang kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak pada saal rapat
persigpun penandatanganan kontrak.

d) Dalam hal izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi
diterbitkan  oleh lembaga Online  Singk
Subntission (O88), ixin berusaha di bidang Jasa
Konstruksi badan usaha harus sudah berlaku
efektif padn sual rapal persiupan
penandatangunan kontrak.

4) Persyaratan status valid keterangan Wajib Pajak
berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak
dupat dikecunlikan untuk Pelaku Usaha yang secara
peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki
laporan perpajakan tahun lerakhir, misalnya barn
berdiri sebelum batns waktu laporan pajak tahun
lerakhir.

5) Persyaratan akta pendirian perusahaan clisertni
dengan akia perubahan perusahasn (apabila ada
perubahan). Akt asli/legalisir wajib dibawa padn
saal pembuktian kualifikasi.

@) Persyaratan Sisa Kemampuan Paket (SKF), dengan
ketentunn:

a) Rumusan SKI*
SKPF=KF-F
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-

KP = Nilui KEemampuan Paket.
P = Jumlah paket yang sedang dikerjakan

by Pelaku Usaha wajib mengisi daftar pekerjaan
vang sedang dikerjakan;

¢) Apahils ditemukan bukti Pelaku Usaha tidak
mengisi  daflar pekerjaan  yang  sedang
dikerjukan walaupun schenarmya ada pekerjuan
yang sedang dikerjakan, maka apabila
pekerjann tersebul menyebabkan SKP Pelaku
Ulsaha tidak memenuhi, maka dinyatakan

Sigur.

7) Dalam hal pengadaan langsung Jasa Konstruksi yang
dipergqunikan untuk percepalan  pembangunan
kesejahternan di Provinsi Pupua dan Provinsi Papua
Barit, cdiutamukan untuk Pelaku Usaha Orang Asli
Papua.

8) Apabila penyedia tidak memenuhi  persyaratan
kualifikasi, Pejabat  Pengadsan  menynlakan
Pengadaan Langsung gagal.

Evalunsi Teknis:

a. evaluasi teknis dilakukan terhadap Pelaku Usaha yang
mementihi persyaratan administrasi dan kualifikasi;

b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuad dengan yang
disvaratkan,

c. evalunsi teknis dilakukan dengan mengsunakan sistem
gugur (pass and fail),

d. Pejabal Pengadaan menilai persyaratin teknis minimal
yang harus dipenuhi sebagaimana ferdapal pada
klausul 7.4,

¢. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan leknis
schagaimana fercantum dalam klausul 7.4 dengan
ketentuan:

1) Peralatan yang ditawarkan sesuai dengan yang
ditetapkan dalam LDP; dan

#) Personel yang ditawarkan sesuni dengan yang
dipersyaratkan dalam LDF.

f. Pelaku Usaha yang dinyntakan lulus evaluasi teknis
dilanjutkan dengan evaluasi harga;

2 Jika Pelaku Usaha ticlak memenuhi persyaratan leknis,
Pejabal Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung

Evalunsi Hurga:
Unsur-unsur yang dievaluasi adalah:
4 Sebelum evaluasi penawaran dilakukan koreksi
aritmatik dengan ketentuan:

1) koreksi aritmatik dilakuolkan dengan secara
olomatis menggunakan SPSE. Apabila terdapat
kendala aisu tidak dapat menggunakan SPSE,
maka koreksi aritmatik  dilakukan  secara
manual,

2) hasil koreksi aritmatik  mengubah  milai
penawaran,

%) apabiln hasil koreksi aritmatik melebihi HPS
maka pengwaran dinyatakan gugur.

4) volume dan/falau  jemis pekerjaan  yiang
tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
dalam penawaran harga disesuaikan dengan
volume dan/atau  jenis  pekerjaan  yang
tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

5) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian anlara
volume dengan hargn satuan  pekerjaan,
dilakukan pembetulan dan harga yang berltku
adalah hasil perkalinn scbenarnya. Dengan
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ketentian  harga  satuan  pekerjaan  yang
ditawarkan fidak boleh diubah.

6) jenis pekerjaan vang tidak diberi harga satuan
disnggap sudah termasuk dalam harga satuan
pekenaan yang lain dan harga satuan pada
daftur kuantitas dan harga fetap dibiarkan
kisong.

7) jenis pekerjnan yang tidak fercantum dilam
daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan
jenis pekerjaan yang lercantum dalam Dokumen
Pemilihan dan hargn satuan pekerjaan dimaksud
dianggap nol.

8) hasil koreksi aritmatik dapal mengubah urutan
peringkal penawaran.

b. Total harza penawiran terkoreksi dibandingkan
dengan nilai HPS, jika melebihi nilai HPS tidak
dinyatakan gugur schelum  dilukukan klarifikasi
teknis dan negosiasi harga.

¢, Dalam hal terdapat hargn satuan penawardn yang
nilainyn lebih besar dari 110% (seratus sepuluh
persen) dari harga satuan yang tercantum dalam
HPS, dilakukan klarifikasi dengan kelentuan:

1) apuabila  harga  satuan  lerscbut  dapat
dipertanggungjuwablkan/ sesuai dengan harga
pasar maka harga satuan fersebut dinyatakan
tidak timpang;

2) spabila harga satuan dinyatakan limpang maka
harga tersebut hanya berlaku untuk volume
sesual dengan Daftar Kuantitas dan Hargn, Jika
terjadi penambahan volume terhadap pekerjaan
yang hargn satuannya dinyatakan fimpang maka
pembayaran  terhadap  volume  tambahan
tersebut didasarkan harga satuan hasil negosiasi
dun telah disepakati.

d. Apabila terdapat mata pembayaran yang harganya
nol atau tidak ditulis maka dilakukan klarifikasi dan
kegiatan fersebut  harus  tetap  dilaksanakan.
Harganyn dianggap termasuk dalam lotal harga
kintrak.

10,6 Pembuktian Kualifikasi:

i Pembuktian kualifikasi dilakukan jika peserta
memenuhi persyaratan kualifikasi.

b. Pejabat Pengadaan — menyampaikan  undangan
pembuktian  kualifikasi  dengan  mencantumkan
pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuldiun
kualifikasi.  Pelaksanpan  pembuktian  kualifikasi
dilakukan secara daring kepada Peserta Penvjukan
Langsung, . ) }

¢. Polaksanaan pembuktion kualifikasi secara daring
dilakukan hal-hal sebagai berikut ;

1) Peserta Pengadann Langsung mengirimkan folo
dokumen asli yang diperlukan secara elekironik
kepada akun resmi Pejabat Pengadaan.

2) Foto dokumen asli merupakan folo langsung dari
kamera/telepon genggam tanpa proses edil.

4) Perfemuan pembuktian kualifikasi  dilakukan
melalui media video call dan didokumentasikan
dalom format video dan/atau foto.

d. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dapat dilakukan
secars  luring/tatap  muka,  apabils  tidak
memungkinkan dilaksanakan secara daring.

e. Dalam undangan pembuktion kualifikasi sudah
menyebutkan dokumen yang wajib dibawa oleh
peseria pada sast pembuktian kualifikasi.
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Pembukiian kualifikasi dilakukan diluar SPSE (offfine)
dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan
untuk kehadiran penyedia dan penyiapan dokumen
yvang akan dibuktikan.

Apabils peserta tidak dapat menghadiri pembulktian

kualifikasi dengan nlasan yang dapat diterima, makn

Pejubat  Pengadaan  dapal  memperpamjang wikiu

pembuktinn kualifikas paling kurang 1 (satu) hari

kerin.

Dalam hal pesertn tidak hadir karena tidak dapat

mengakses data  kontak (misal akun email alau no

telepon) tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat
mengakses atau alasan teknis apapun dar sisi peserta,
maki resiko sepenuhnys ada pada peserta.

Wakil peserta yang hadir pada saat pembnktian

kualifikasi adalah:

1) Direksi yang namanya ada dalam  akta
pendirian/perubahan  atau  pihak  yang  sah
menurut akia pendirian/ perubahan;

2) Penerima kuasa dari dircksi yang nama penerima
kuasanya tercantum dalam aktn
pendirian/ perubahan;

3) Pihak lain yang bukan dircksi dapal menghadiri
pembuktian kualifikasi selama berstatus schagai
feriaga kerja tetap dan memperoleh kuasa dar
Dircksi yang namanya ada dalam  akia
pendirian/perubahun  atau  pihak  yang siah
menurut akia pendiriun/ perusahaan;

4) kepala cabang perusshaan yang diangkat oleh
kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen
olentik; atau

5) pejabat yang menurut Perjanjian Kerja Sama
Operasi (KSO) berhak mewakili KSO.

Pembuktian kualifikasi dilikukan dengan
memverifikasi  kesesuaian  dats  pada  informasi
Formulir elektonik isian kualifikusi pads SPSE atou
fasilitas lain yang disediakan dengan dokumen asli,
sulinan dokumen vang sudah dilegalisiv oleh pejabat
yang berwening dan meminta salinan dokumen
terscbut, dan/atan melalui fasilitas elekironik yang
disediskan oleh penerbit dokumen. Pembukiian
kualifikasi dupat dilakulkan dengan
klarifikasi/ verifikasi lapangan apabila dibwiuhkan.

Pembuktian  kualifiknsi untuk  memeriksa/mencliti

keabsahan pengalaman pekerjaan sejenis, dievaluasi

dengan cara melihat dokumen kontruk asti dan Berita

Acara Sersh Terima Pekerjuan dari pekerjaan yang

telah diselesaikan sebelumnyil

Apabila peserta  fidak hadir dalam pembulktian

kualifikasi dan/atau telah diberikan kesempatan sesui

dengan 19.7 namun telap fidak dapat menghadtiri
pembuktian  kualifikasi, maka peseris dhimyatakan

Tugur,

Apabila  hasil pembuktian kualifikasi ditemukan
pemalsunn data, maka peseria digugurkan, dikenakan
sanksi Daftar Hitam.,

Klarifikasi teknis dan negosins havga

u. Peiabat Pengadaan melakulan klarifikasi leknis dan

negosiasi harga.

b. Negosiasi harga dilukukan berdusarkan nilai HPS dan

rincian HPS,

¢. Pejabat Pengadann bersama dengan Pelaku Ulsaha

membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiast.
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d. Apabila Klarifikasi teknis dan negosiasi harga ticlak
mencapai  kesepakitan, moka  Pejabat Pensgadaan
menyatakan Pengadaan Langsung gagal.

11. Pembuatan 11.1  Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadann
Berita Acara langsing,.
Hasil
Pengadaan 11.2  Beriia Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-
Langsung hal sebagni berikut:

a. tanggal dibuatnya Berita Acara

. nama dan alumat Pelaku Usaha;

. total harga penawaran dan lotal harga hasil negosiast;

. dokumen penawaran dan data kualifikasi Pelaku Usaha
. unsur-unsur yang dievaluasi; dan
keterangan-keterangan  lain  yang  dianggap perlu
(apabila ada).

ot o

G. PENERBITAN SFPB] DAN FENANDATANGANAN SPK

12. Penerbitan 121  Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara  Hasil
SPPB] Pengadann Langsung kepada Pejabat  Penandatangan
Kontrak schagal dasar untuk  mencrbitkan  Surat

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SFFBD).

122  Pelakn Usaha yang ditunjuk wajib menerima kepuitusan
tersebut, dengan kelentuan;

a. apabiln yang bersangkutan mengundurkan diri dengan
alpsan yang dapat diterima secary obyektif oleh Pejabut
Penandatungan Kontrak dan masa penawarannya masih
berlaku, maka Pelaku Usaha yang bersangkutan ticlak
dikenakan sanksi apapun;

b, apabila yang bersanghkutan mengundurkan diri dengan
alssan vang tidak dapat dilerima secara obyektif oleh
Pejabat Pengadaan dan masa penawarannyi musih
berlaku, maka Pelaku Usaha dikenakan sanksi Dafiar
Hitam; atau

¢, apabila yang bersangkutan tidak bersedin ditunjuk
kirena masa penawarannya sudah tidak berlaku, mitka
Peluku Usatha vang bersangkulan tidak dikennkan sanksi

apapun,

12,3 Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data SPPH]
dun mengunggah hasil pemindaian SPPB] yang telah
diterbitkan pada SPSE dan mengivimkan SFFH) tersebul
melalui SPSE kepada Pelaku Usaha yang ditunjul.

124  SPPB) diterbitkan paling lambat 5 (Himan) hari kerja setclah
Pejabal Penandatangan Konirak menerimy Berita Acarn

Hasil Fengadiann Langsung.

12.5 Dalam hal DIPA/DPA belum terbit, SFPB] dapat ditunda
diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh olorits
yang berwenang.

126  SPPB] ditembuskan kepada APIP.

127 SPK ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja setelah diterbitkannysa SPPB].

[2.8 Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data SFK
dan mengunggah hasil pemindaian dokumen SPK yang
telah ditandatangani pada SPSE.
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129  Apabila Pelaku Usaha yang ditunjuk mengundurkan dir,
maka Pejabuat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung

eagal.
13.Penandatangan 13.1  Pejabal Penandatangan Kontrak dan penvedia  wajib
-an SPK memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa,

redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf
pada setinp lembar SPK,

19,2  Pejabat Penandatangan Kontrak menandatangani SPK atas
nama Penyedia adalah sebagnimana dimaksud pada klausul
7.3 huraf a butir 5).
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BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDF)

NOMOR

KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK

1.l

Kode RUF; 57874675

1.2

Nima pakel pekerjaan: Pemeliharaan Sckretariat AHD

1.3

Uraion singka! paket pekerjaan:
1. Pekerjaan Persiapan
2, Pekerjaan Lantai
3. Pekerjaan Sanitasi
4. Pekerjuan Pengecatan

Jenis Kontrak yang digunskan:
Kontrak Tamipsm

Nama Perangkat Daerah; Badan Pengelola Keuangan dan
Asel Daernh
Provinsi Jawa Tengah

17

Nama Pejabat Pengadann: Adilla Sharief, S.Kom, MM
Pejabat Pengadaun pada Badan Pengelola Keuangan dun
Aset Daerah

Provinsi Jawa Tenguh

1.5

Alamal Pojabat Pengadaan: Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
Jalae Seiwgiaya No, 29 Semaring

1,10

Websife SPSE:
Ipsejatengprov.go.id

C. Sumber

1. Pekerjaan ini diblayai dari sumber pendanaarn: DPA
Baclan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Jawa Tengah [Setran Kegial Tahun Anggaran 2024

2. Pagu Angearan: Rp. 75.000.000,00

3, Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp. 74.976.000.00

=]

Kualifikasi
Pelaku U

Persynratan Kualifikask:

1. Memiliki izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi;

2. Memiliki Sertifikat Badun Usaha (5BL) dengan
Kualifikasi usaha Kecil, Bidang Bangunan Sipil dan sub
bidang Idasifikasi Bangunan Gedung Klasifikasi
Konstruksi Gedung Lainnya (BGO09) KBLI 4101Y yang
diterbitkan oleh instansi/ Lembaga yang berwenang, dan
masih berlaku sampai dengan batas akhir pemasukan
penswaran

3. Memiliki  status  valid  keterangan  Wajib  Pajak
perdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib  Pajak
(Valicd/ Ticlak Validf.

4. Memiliki akia pendirian perusahaan dan  akia
perubahan perusthaan (apabila ada perubahan)y

5. Memiliki pengalaman pekerjuan  konstruksi sesual
dengan subklasifikasi SBU yang disyaratian puling
kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktn 4
(empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerininh
maupun swasts fermasuk pengalaman subkontrak,
kecuali bagi pelaku usaha yang bary berdiri kurung
dari 3 (liga) tahun

6. Memenithi Sisa Kemampuan Paket (SKF);
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E mnu-l.nhl 73a.7) | Masa beriaku surat penawaran: 30  (tign puluh) har
Penawaran | 10.2.0.3) | kalender
F. Jangka Wakt{ 7.2.4.3) | Jangka wakiu pelaksanaan pekenjaun: 30 (tiga puluh) hari
Pelnksanaan | 10.2.a.4) | kalender
Pekerjaan
G. Persyaratan | 10.3.e1) | Memiliki kemampuan menyediakan Peralatan  untuk
Teknis pelaksanaan pekerjaan, yaitu:
[No| Jenis Jumiah |
1 Fick Up | unit
2 | Schafolding 3 Set
Status Kepemilikan
(1) Milik sendiri, dilakukan torhadig bukll kepemilikan
peralatan (contoh STNK, BPKB, invois);
(2) Sewa Beli, dilakukan terhudup bukti pembayaran Sewa
Beli fcontol invoice uang miuka, angsuran);
(31 Sewn dilakukan terhadap kebenaran suraf perjanjian
2w,
10.%e.2) | Memiliki  kemampuan menyediakan  personel  untuk
pelaksimaan pekerjaan, yaitu:
No | Jabatan | Pengalaman I Scﬂlﬁkmx‘fg:lpdmm 'r
1 | Pelaksang | 2 tahun SKT Pelaksana
Bangunun
Gedung/ Pekerjaan
Gedung, (T5051) atau
Pelaksana Lapangan
Pekerjaan Gedung
Mudy Jengjang 4
atuu Pelaksana
Lapangun Pekerjaan
Gedung (TS5052) atau
Peluksana Lapangun
Fekerjuan Gedung
Muda Jenjang 4
2 Petugas O tahwn Sertifilcal Pelatihan
K3 Petugas K3 Konstruks:
atau SKK Konstruksi |
Keterangan:
Sertifikat  Kompetensi  Kega  dibuktikan  sail
klariffkasi/ negosiast
e
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BAB V. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

T B Dokumen Sesual yang diunggah PPK




==

BAB V1. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA

Keterangan

Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluarun dan Harga harus scsuni dengan Instruksi
Kepada Pelaku Usaha (1P, SPK. Spesifikasi Teknis dan Gambar.

Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas/keluaran
pekerjaan terpasang yang dimintakan dan dj,kmgf.knn schagaimana telah diulkur dan
disahkan oleh para pihak, serin dinilai sesuai dengan h:trgf yang tercantum dalam
Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga, couall bagian pekerjaan
Material On-Site (bagian pekerjaan di lapangan).

Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga le lah mencakup
semun biava pekerjaan, personel, pengawasan, buhan- bphan, perawiatan, asuransi
tenaga kerja/BFIS, laba, pajak, bea, keuntungan, overfieaddan semua risiko, fanggung
jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Eontrak.

Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah
kuantitas/keluaran  dicantumkan  atau  tidak. Jika Penyedia lalai untuk
mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap

telah termasuk dalam total harga kontrak. '

Sentua biayn yang dikenakan/dibebankan untuk memenuhi ketentuan Kontruk harus
disnggap felah termasuk dalam sctiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran
terkatit tidak ads maka biaya dimaksud harus telah termasuk dalum harga mata
pembayaran yang terkait.
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Daftar 1: Mata Pembayaran Umum

CONTOH
Untuk kontrak Harea Satuan:
N Urstian Fekerjaan Satuan | guantiyes | Hoga | Toud
. » | LRuran g Safuan | Mg
1
]
Total Dafiar]
L {pindahkan nila total ke Daftar Rekapitulasi)
Unituk konirak Lumsian
{lraiian !angﬁ ol Satian Harga Tota!
No | Keluaran/output Folitenen/outpit Keluaran/output | Hurgs

Total Daftarl
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)

Keterangan:

|. Mata Pembayarman Umum memuat rincian Komponen pekerjaan yang
bersifal wmum.

2. Total ha adalah semua jenis harga yang tercantum dalam Daflar
Kuantitns/Keluaran dan Harga merupakan sebelum PPN (Pajak
Pertambahan Nilai),




Daftar 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama:

CONTOH
Untuk kontrak Hargn Satuan:
No Uraian Pekerjaan Jatan | Kuantites | OO P
Total Daftar2
(pindahkan nilsi fofal ke Daftar Rekapitulasi ol
Uniuk kontrak Lumsum:
: Fersontase”
Lirsian Siebuan Harga Toke!
No. | Ketuaran/output | gt tum | Keluaran/oufput | Horga

Total Daftar2
(pindahkn nilai total ke Daftar Rekapitulasi)

Reterangan:

I. Pada judul Daftar 2 cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utamn yang
menjadi pokok dari paket Pekerjaan Komstruksi ini di antara bagian-bagian

pekerjaan lain.
2. Total I-la.?,n sdalah Semua jenis harga tercantum dalam Duaflar
Kuantitas/Keluaran dan Harga merupukan sebelum PPN (Pajak

Pertambahan Nilai),




Daftar 3: Mata Fembayaran

Untuk kontrak Harga Satuan: CONTOH
No Urafan FPekerjaan Satusn | Kuantitas | Harga Total
Ukuran Swtuan | Margy

Total Daftar3
(pindahkan nilai lotal ke Daftar Rekapitulasi)

Untuk kontrak Lumsum:
No. | Uraian Ferseniase/” Sefuan | Satuan Harga Total
Keluaran/output Ukaaran Keluaran/output | Hirga
Keluaran/output
Total Daftar3
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)
Keterangun:

I. Pada judul Daftar 3 cantumkan Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan selain
yang sudah diuraikan dalam Mata Pembayaran Pekerjaan Utama jika
lerdapal lebih dari satu jenis pekerjaan.

2. Total Harga adalah Semua jenis harga ynnﬁaltercantum dalam Daflar

Kuantitus/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak
Pertambahan Nilai).
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DAFTAR REKAPTTULASI
CONTOH
Untuk Kontrak Harga Satuan:
Muta Pembuayaran Harga '
[Pekerjaan Harga Satuan

Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum

 Daftar No. 2 Mata Pembuayaran Pekerjaan Utiuma
| Daftar No. 3: Mata Pembayaran ...
—dil.—

TOTAL NILAL
PPN 10%
Total termasuk FPN 10%

Catatan: Dalam hal pengadaan langsung Fekerjaan Konstruksi dengan nilai HFS
paling sedikit di atas Rp50.000. Q00,00 (limapuluh juts rupiah), komponen/ fiem
pekerjaan penyelenggarian feamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan
Konstrukst dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Haega” Daftar Keluaran dan
Harga dengan besaran bidya sesuat denean kebuluhan.

Untuk Kontrak Lumsum:

[ Mata Pembavaran Harga
Pekerjaan Lumsum |
Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum |
Daitar No. 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama 2
[ Daftar No. 3: Mata Pembayaran ...
—dll—

TOTAL NILAI
PPN 10% | |
Total fermasuk FFN 10% | |

Catatan: Dalam hal pengadaan langsung Fekerjaan Konstrukss dengan nilad HFS
paling sedikit di atas Rp50.000, Q00,00 (limapaluh juts rupiah), komponen/ffem
pekeriaun penyelenggaraan keamanan dan keschatan kega seria Keselamatan
Konstruksi dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga/ Daftar Keluaran dan
Harga dengan besarin biaya sesuail dengan kebutuhan,
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BAB VII. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A, BENTUK SURAT PENAWARAN

CONTOH
[Kop Surat]

Nomor : ftempat], __ [tanggal] [bnilan{ ___ [tahunf

Lampiran

Kepada Yth.:

Pejabat Pengadaan pada [Kementerian/ Lembaga/ Ferangkat Daerah/

di

Perthal : Penawaran Pengadaan [diisi nama pekerjaan/

Schubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor:
tangzal , dengan ini kami mengajukan pemawaran untuk pengadaan

[diisi nama  pekerjaan/ sebesar  Rp

( ).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang lercantum dalam
Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut .

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan selama ( __) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama { ) hari kalender sejak tanggal
sural penawaran ini.

Sural Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap
dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan
dkan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung,.

Penyedia,
[PT/CV/Firma/Koperasil

L —— L
Nama Lengkap




BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEENIS

1. Daftur isign peralatan

Mo Jenis Merk din Tipe Lokusi Kapasitas Jumlah Kca:imﬂiknn
s
1 i === — == . ===
2 =5 S —= — — m
| dst — = e e —

2. Daftar isian personel beserta daftar pengalaman kerja atau referensi kerja

MNarna

Fengalaman (tahuni

&~z




BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA
Daftar Kuantitas dan Harga (untuk kontrak Harga Satuan)

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan ffem pekerjaan yang fercantum dalam

spesifikasi.

No

[lraian Fekerjaan

Safrean

Volume

Suamilal Harga

_ Jumlah (Sebelum PFN)

PPN (10%)
Jumlah lotal setelah PPN

Daftar Keluaran dan Harga (untuk kontrak Lumsum)

Daftar Keluaran dan Harga diisi sesuai dengan sfem keluaran/oufput yang
tercanium dalam spesifikasi.

No Uraian FPersentase | Safuan Total Harga
Keluaran/Ouiput | /Satuan Harsga
Ukuran | Keluarsn
Keluaran/ | /Output
Output

Jumlah (Sebelum PPN)
= PPN (10%)
Jumlih total setelah PFN




)

BAB VIIL. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PELAKU USAHA BERBENTUK BADAN UISAHA
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Noma ! [nama badan usaha/

No. Identitas : [diisi dengan no. KTP/SIM/ Faspor]|
Jabatan h Judiisi sesuni jabatan dalam akta notaris|
Bertindak untuk : [diisd rrama Badan usaliaf
dnn atas nama

Alamal

Telepon/Fax

Email

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secarn hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi berdasarkan
(akta pendirian/anggaran dasar/surt kuasa, discbutkan secara Jelas nomor

dan tangeal akta pendirian/anggaran dusar/ suraf kuasa);

2, saya bukan schagni pegawii Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Dacrah [lhagf pegawat
Kementerian/ Lembyga/Femerintah Ducral yang sedang cuti diluar tangeungan Negara
ditulis sebagai berikut: “Saya merupakan pesawai Kementerians/ Lembaga/Femerintah

Dacrah yang sedang cutl diluar tanggungan Negara "+

w
s

saya tidak sedang merjalani sanksi pidana;

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibal pertentangan kepentingan dengan para pihak

yvang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadann ini;

5, badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidsk dalam

pengawasan pengadilan, tidak pailit atsu kegiatan usahanys tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:




S0

A. Dats Administrasi

1. Noma Badan Usaha

2. Status : I‘_—| Rsat D Cabung

Alamat Kantor Pusat

g, No Telepon
No. Fax
E-Mail
Alamat Kantor Cabansg

No. Telepon
No, Fax

E-Matll

B. Landassn Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Alda Pendirian Perusahuan/Angzaran Dasar
m. Nomor .

b. Tanggal
c. Nama Nolaris

d. Nomor Pengesahan
Kemenlerian Hukum dan
HAM (untuk yang
berbentuk 1)

2. Akta/Anggaran Dasar

Perubahan Terakhir

n, Nomor

b, Tanzgal

¢, Nama Notaris

G Badan Usaha

No, Nama No. Identitas Jabatan dalam Badon Usaha

D. Izin Usaha

1. Surat lzin Usiha Jasa Konstruksi IR T 1 (. . o rp RS et

b. Taneghl -ccoconvvminsss
2. Munsa berloku izin usaha :
3. Instansi penerbit

E. Sertifikat Badan Usaha

1. Sertifikut Badan Usaha : A Nomor ...

Masa berlaku
Instansi penerbi
Kualifikasi
Klasifikasi
Subklasifikasi

R SN

F. Data Keuangan
1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)
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No.

MNama

N, Identitas

Alamat

Persenlase

2. Pajak

i, Nomor Pokok 'Wajib Pajuk

-

G. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir
{untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru

berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini)

Tangeal Seleani
ki PEabe s Kontrak Pekerjnan/ FHO
Nama Paket Berdpsarkan
No Pekerjaan Lingkup | Lokasi P
Pekerjann & Alamat/ No f nital | Rontesi | BASerah
" Télepon Tanggal Terimui
] 2 ] 4 5 [ 7 5 9 o
H. Data Pekerjnan yang Sedang Diluksanalon (Waib diisi oniuk menghitung SEP)
Fember! Tugas / Kontrak Fortal Progres
FIR/ PR
Nama Klasifikusl Sub
No. | Paket Klasifikasi | Lokasi
Pekerjaan | Pekerjaan Nama | Alama) Taneat | N ol s | Motal Nitai
1 ] 3 4 5 [ B 0 0

Demikian Formulir Isian Kualifikusi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa langgung
jawab, Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar
dan/atau ada pemalsuan, maka badan usaha yang sayn wakili bersedia dikenakan sanksi berupa
sanksl administratif, sanksi pencantuman dalum Daftar Hitam, gugatan secara perdata,
dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan perafuran
perundang-undangan.

ftempatf; __ [tangealf

FI/CY/Firma
pilik yang sesuai dan camtumikan namaf

(rekathan meternd Rpl10.000,-
din tand fangan/

ymmmz:mnmw

fr

Jbulan) 20__ [tatind
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BAB IX. RANCANGAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

] CONTOM 2- KONTRAK LUMSUM

(kop surut satuan kerpa FPK/

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA :

miran

NOMOR DAN TANGGAL SPE:
MOBMIOE. | s i ibrrerirs i ey it b e

Manggal 1.0l i

NAMA PEJABAT
FEMANDATANGAN KONTRAK

Nama S annenses (1200718 PAZKFA/FPK)
NIP t e NI
Jabatan D e fS0SURE SK Pengangkatan]
gcrkududukm F T falirmat Satian Kevin)

1

yang bertindak untuk diun atas nama® ... Cag.

¢4 Satuan Kerja ....... berdassrkan Surat Keputusan

veeeree Nomor ... tznggnl ....... lentang, ....... (5K
:u.:lxun PA/KPA/PFK] [iika ditandatareani oleh

FPPK ditambahkan surst tuygas dari PA/KFA] selanjutnya

disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak *, dengan:

NAMA PENYEDIA

Nama o [rama wakil Fenvediaf
Jabatan D aeeeie o [SCsrial aktn pofars]
Berkedudukan di ;... [feleset Pervedia)

Aktn Notaris @ ... . fsesoud akfa notaris)
Nomor

Tanggul £ Hlee Janggal penerbitan akia)
Nolaris D ees [nama potaris penerbit

ying bertindak untuk dan atas nama ..o frama
Buclan usafa/ selanjutnya disebut “Penyedin™.

WAKIL SAH FEJABAT
FENANDATANGAN KONTRAK

Walkil Sah Pejubat Penandatangan Kontrak

Nama D v (diisi mama  yang  ditunjuk
menpadi  Wakil  Sah Pejalut
Penandatangan Kontrak /
Berdusarkan Surat Keputusin Pejabat
Penandatangan Kontrak ... nomor
....... feditsl nomor dan
mqggzi SK pengangekatan Wakil Sah
Pejabat Penandatangun Kontrak /

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN
PENGADAAN LANGSUNG:
NOMOT. | iy ekt

TR 2 s s e e P

NOMOR DPAN TANGGAL BERITA ACAKA  HASIL
PENGADAAN LANGSUNG :
om0 T POt R Fr

T e e S e T v e

BUMBER DANA: i

[selvieni contoh, cantumban dibebankan atas PIPASDFA

wwisenieses TAMMET ARLLAAN civvos L) T T 2 T T R oK T S — /

I Drisesuaikan dengan nama K/L/PD




T

MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN: ....... {eeecesmeamicisnse) e kalender dihitung sejuk Tanggal
Mulal Kerja yang tercuntum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penverahan Pertama
Felerjaan

MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN ....... (ocovvovisiens) hard kalender dihitung sejak Tangsal
hwhunkrmnn&kzﬂmmmdermw Penyerihan Akhir Pekerjaan

JENIS KONTRAK: Lumsum

DOKUMEN KONTRAK

Dokumen-dokumen berikul merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan aniarn
ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yung
berlaku adaluh ketentuan dalam dokumen vang lebih tinged berdasarkun urutan hierarki
sebazai berikut:

g, Adendurm Sural Perintnh Kerja/SPK (apabila ada);

Surat Perjanjion;

Surat Pengwaran,

Syaral-Syarat Umum SPE;

gambar-gambar ;

spesifikasi beknis;

Dhaftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatilk;

Dokumen lninnya seperti: Surat Penunjukan Penyedin Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan
Pekerjann, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapun Pelaksanaun Kontrak.

S eppo T

HARGA KONTRAK
Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilni (FFN) adalah sebesar Rp....oviin

[ e, .. rupiah) yang diperoleh berdasarkan total harga penawarun t:rkor':ksi
uritmatik sebagaimana lercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan
koreksi aritmalik.

LINGELUP PEKERJAAN
Ruang linglkup pekerjaan terdiri dari :

3.Dst
[Catatan: difsi dengan kedalan yans diambil dart RKA-KL/RKA-D, fsfan diambd] dart outpnl
atan sul-oufput]

SISTEM PEMBAYARAN
Pembayuran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor & ..o alls nama

Penyedia @ .oiniiinee

Pembayaran prestasi pekerjoan dilalakan dengan cara @ ... Jditsi dengan memilif
Termin/Sckaligus/

funtuk pembayaran dilgkukan secara termin, maka ditakukan dengan ketentuan:

Termin  ke-1: sebesar % dard  milai Konfrak  unfuk  penpelesaian  tihapan
pekeriaan/subowlput Berugs .

Termin  ke-2:  sebesar__ % dari  milai Komtrak  untuk  penyelesaian  tahapan
pekeriuan/suboutput berupa :

Termin  ke-8' sehesw__ % dari  nilar Kontrak  untuk  penyelessian  thapan
pekeraan suboutput berupa =

dst...|

Pokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestosi
pekerjaan:




. &l .

[diisi dokumen yang disyaratkan untuk pengajuan pembayuran|

BESARAN UANG MUEA

{Apabile diberikan wang moka, maka uany muka paling tingg sebesar S0% dard Harga
Fekeryaan/

Kontrak ini diberikan nang muka sebesar % (__ perseratus) dari Harga Pekerjaan
[Apabils tidak diberikan aang muka/
Kontrak ini Hdak diberikan uang muka

FASILITAS

Iﬂiﬂ.ﬂ Eontrak memberikan fasilites berupa :
_J"Unmk nilai kontrak < 50 futa diisi;
1. Alal Pelindung Diri (AFDY);
Alat Pelindung Kerja (APK);
3. Fasilitas, sarang, prasaoang, dan alat keschatan;
4

e

3. tdlist fusilitas milik Fojabat Fenandatangan Kontrak yang akan diverikan bepada
Fenyedia antuk kelancaran pelaksanan pekeriaan ing Gpabila adadt]

[Ulnnteake rikat kmm > 50 futn cliisi:

(du.ir tasilitas milik Pejabat Fenandatangan Konirak yang akan diberikan kepada Fenyedia
untuk kelancaran pelsksanan pekergaan ini tapakila adah|

Untuk dan atas nama ... Untuk dan atas noma Penyedin
Pejabat Puumdnlnn_g,nn i:nntrnk

{fundy tangan dan cap (fika salinsn asli [tandn tangan dan cap (jika salinan asli ini
ind urrtnk Fenvedlin maka rekatkan meteral untuk provek/satuan keein Pejabal
Refaooo,- ) Penandatangan Konfrak maka rekathkan
mieterai Rpl0.000,- )]

[nama lengkap] Inama fengkap/
(iabatun] {fubutan]

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjpan dalam jangka
wakiu yang ditentukan sesuai dengan keluaran, gambar, spesifikasi teknis dan harga
yang lercantum dalam SPE.

2, HUEKUM YANG BERLAKL!

Keabsahan, interpretasi, dun pelaksansan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesin.

o

LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN/ATAU NEPOTISME, PENYALAHGLUNAAN
WEWENANG SERTA PENIPUAN

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasn pemerintah, pary pihak dilarang untuk:

4, menawarkan, menerima atoy menjunjikan unfuk memberi stan menerima hadiah
atan imbalan berupa apa sajo atau melakukan tindakan lainnya untuk
mempengaruhi siapapun yang diketahud atan patut dapat diduga berknitan dengan
pengadaan ind;

b, mendorong lerjadinya persaingan tdak sehat; dan/atan




n

b.
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membuat dan/atau menyasmpaikan secara fidak benar dokumen dan/atau
keterangan lain yang disyuratkon untuk penyvusunan don pelaksanaan SPE ini;
Penyedin menjamin bahwa yang bersangkutan termastk semia anggota KSO
(apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak
akin melakukan tindakan vang dilarang pada pasal di ntas;

Penyedia yung menurat penilainn Pejabnt Penandatangan Konteak terbukti
melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administeatif
aleh Pejabut Penandatangan Kontrak sesuad ketentuan peraturan-perundangan;
Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

. HARGA KONTRAK
a.

Harga Kontrak felah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi
(apabila dipersyaratkan), binva overficad, binya pelaksanann pekerjaan, don biayva
penerapan SMKK;

Hargn Kontrak sesum dengan keluaran (output) yang tercantum dalam: Daftar
Keluaran dan Hirga,

G MUKA

Uang muka dibayar untuk membinyai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstrulksi,
pembayaran. uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/alau untuk
persiapan leknis laing

Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh
perseratus) dari Harga Pekerjaan Konstruksi;

BPalam hal diberikan uang muka, muaks Penyedia harus mengajukan permohonun
pengambilan uang muks secara terfulis kepada Pejabat Penandatangan Konfrak
diserini dengan rencund penggunaan uung muka untuk melaksanakan pekerigan
sesual SPK dan rencana pengembalinnnya;

Besaran usng muka ditentukan dalam SPK dan dibayar selelah  Penyedin
menyerahikan Jaminan Uang Muks paling sedikit sebesar uang muba ying diterima;
Masa berlukunya Jaminan Usng Muka paling kurang sejak tanggal perselijuan
pemberian uang muka sampai dengan Tanzgal Penyerahan Periama Pekerjaan
(Provisiona! Hamd Over/ THO),

Pejabat Penandatangan Konirak harus mengajukan Sural Permiintann Pembayaran
(SPP) kepuda Pejabat Penandatangananan Surat Perintah Membayar (PFPSPM) untuk
permohionan tersebut pada huruf d, paling lambat 7 (twjuh) hari kerja setelah
Jaminan Uang Muka diterima;

Pengembalion wargg muka hoarus  diperhitungkan berangsur-angsur  secara
proporsional pada setisp pembayvaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus
lunas pada sant pekerjann mencapal prestasi 100% (seratus perseratus).

. HAK DAN KEWAJIBAN FENYEDIA

Penyedia berhak menetima pembayaran untuk pelaksanoan pekerjaan sesuai dengan
harga dun ketentuan yang teluh ditetapkan dalam SPK;

Penyedin berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari
Pejubat Penandatangan Kontrak untuk keluncaran pelaksanaan pekerjaan sesual
ketentuan SPK;

Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanoan pekerjaan secars periodik kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak ;

Penyedia berkewajibun melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan
sesual dengan jadwal pelaksanann pekerjaan dan ketentuan yang felah ditetapkan
dalam SPK;

Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjain secara cermat,
akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerjn, bahan-bahan,
peralatan, anglutan ke/atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun
sememtars yang diperfukan untuk  pelaksanaan, penyelesiian dan  perbaikan
pekerjoan yang dirinci dalam SPK;

Penyedia berkewajiban mmhcrikan keternngnn-keterangun yang diperlukan urtuk
pemeriksaan pelaksanann yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak ;
Fenyedia berkewajiban mengambil langknh-langkah yang memadai dalam rangkn
membert perlindungan kepada sebiap ornng yang berada di tempat keria maupun
masynrakal din lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindaban bahan
baku, pengeunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
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h. Penyedin berkewniiban melaksanakan semua perintah - Wakil Sah  Pejabat

5

Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaun yang sesuai dengan kewenangan
Wakil Sah Pejubat Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan dalum SPK ini.

HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

a.  Pejabat Penandatangan Kontrak berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penvedia,

b. Pejabat Penundatangan Konirak berhak menerima laporan-laporan secara periodik
mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilnksanakan oleh Penyediag

¢.  Pejabal Penandatangun Kontrak berhak menerima hasil pekerjaan sesuai dengan
Jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;

d. Pejabal Penandatangan Kontrak berkewajiban membayar pekerjaan sesuni dmg,nn
harga yang, tercantum dalum SPK yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

e. Pejabat Penandatongan Kontrak berkewajiban memberikan fasilitas berupa saruna
dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan SPK; dan

. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban menilui kinerjn Penyedia.

WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAR

n.  Setiap tindakan yang disvaratiun atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap
dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan SPK ini
oleh Pejabat Fenandatangan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil
Sah Pejabal Penandatungan Kontrak vang disebutkan dalam SPK;

b. Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak  diatur dalam Surat
Keputusan dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan harus disampaikan kepada
Penyedia.

PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasik dalam harga kontrak.

. PENGALIHAN DAN/ATAL SUBKONTRAK

i Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau
seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal
percantian nama penyedin, buik sebagil akibal peleburan (merger) atau akibat
lainnya;

b, Jika Ketentuan di atas dilanggar maka SPK diputuskan sepihak oleh Pejubal
Penandatungan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi.

MASA PELAKSANAAN KONTRAK

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak sampai
denzan sampal dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewnjiban
Para Pihak yang terdapat dalam SPK sudah terpenuhi;

b,  Masa Pelaksanaan dihitung scjak Tanggal Mulai Kerja yang lercantum dalam SPME
sampai dengan Tanggal Penyverahan Pertama Pekerjann;

¢.  Masa Pemeliharaan dihitung sejnk Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

d. Paling lambat 7 (tujub) hari kalender sejak diterbitkannya SPME dan sebelim
pelaksanuin pekerjann, Fejabat Penandutangan Kontrak bersama dengan Penyedia,
unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat
persiapan pelaksanann kontrak;

e.  Hasil rapat persiapan pulnkmnann Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat
Persiapan Pelnksanaan Kontrak;

f, Pads tahap awal pelaksanaan kontrak, Pejabat Penandatungan Kontrak dan
Penguwas Pekerjuan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan
pemeriksann detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap keluaran (oufpud),
Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 09%);

& Huasil pemeriksann bersamu  dituangkan dalam Berila Acara. Apabily  dalam
pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka
harus dituangkan dalum adendum SPK;

h.  Penyedia harus menyelesaikan pekerjuin sesual jadwal vang ditertikan.;

i Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan
diluar pengendaliannyy dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada
Pejabal Penandatangan Kontrak . maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
melnkukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

12, FENGENDALIAN WAKTU
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4. Recuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedin berkewajiban unfik memalai
pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mula Kerja, dan melaksanakan pekerjaun
sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sewakiu Rapat Persiapan Peloksanann
Rontrak, serta menyelesaikan pekerjann paling lumbat selama Masa Pelaksanaan
yang dinyatakan dalam SPK:

b, Apubila Penyedin berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa
Pelaksanaan karena di luay pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dun
Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
» dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak |
maka Pejubat Penandatangan Kontrak dapat memberlukukan Peristiwa Kormpensasi
dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membual
ddendum SPE;

€. Jika pekerjaan tidak selesai sesuni Masa Pelaksanagn bukan akibat Keadaun Kahar
atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atay kelalaian Penyedia maka
Penyedia dikenakan denda.

I3, KETEREAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
#. Apabila Penyedia terlambat meliksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat

Penandatangan Kontrak  harus memberikan peringatan  secarn lertulis atau

dikenakan kelentugn tentung kontrak kritis:

b. Kontrak dinyatakan kritis apabila realisasi fisik peluksanaan lerfambat lebih besar

10% dari rencana;

¢ Penanganan kontrak terlambat dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause
meeting /SCM) sebagai berikut:

1} Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan  memberikan
peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan sclanjutnys menyelenggarakan
Rapat Pembuktian (SCM) Tahap 1.

2} Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatangan Kontrak , Pengawns Pekerjgan dan
Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus
dicapai oleh Penyedia dalam periode wikiu terteniu (uji coba pertama) yang
dituangkan dalum Berita Acara SCM Tahap L

3 Apabila Penyedin gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak  menerbitkan  Sural Peringatan Komirak Kritis | dan harus
diselenggarakan SCM Tahap 1l vane membahas dan menyepakati besaran
kemujuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji
coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acarn SCM Tahap 1L

4)  Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak  menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis 11 dian harus
diselenggarakan SCM Tahap 1 yang membahus dan menyepakati besaran
kemajuan fsik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam wakiu tertentu (uji
cobu ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap IIL

5)  Apubila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak  mencrbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis Ml dan Fejnbal
Penandatangan Kontrak dapal melakukan pemutusan Konlrak secary sepihak
dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang
Hukum Perduta.

6)  Apabila ufi coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya
Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awnl.

14. PEMBERIAN KESEMPATAN

& Dalam hal diperkirakan Penyedin Sugal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa
Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat Penundalangsn Kontrak  menilai bahwa
Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Fejabat Penandutangan Kontrak dapat
memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;

b.  Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat
dalam adendum SFK vang didalamnya mengatur:
I} waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjuan;
2)  pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penvedin;

¢. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjean dengan diikuti
pengenaan denda keterlambatin;

d. Pemberian kesempatan  kepada Penyedin  untuk menyelesaikan  pekeriaan
diluksanakan dengan ketentuan:
- tidak dapat melampaui Tahun Anggaran; dan
2)  paling lama sama dengan Masa Pelaksanaan awal,

|_15. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
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4. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menvediakan perlindungan bagi tenagu
kirja konstruksi nya, minimal berupa BPYS Ketenagakerjaan;

b.  Besurnyn perlindungan bagi lenaga kerja sudah diperhitungkan dalam penawaran
dan termusuk dalam harga Kontrak,

16. FENANGGLUINGAN DAN RISIKO
4. Penyedin berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, din menanggung tanp

batas Pejabat Penandatungan Kontrak beserla instunsinya terhadap semua benhik

tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugtan, denda, gugatan atau

tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap

Fejabat Penandatangan Kontrak  beserta instansinya (kecuali kerugian vang

mendasari funtutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat

Penandatangan Kontrak ) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal

berikul lerhitung sejak Tanggzal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan

Akhir Pekerjaan ;

1} kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedin, dan fenaga
kerja konstruksi;

2)  cidera tubuh, sakit atau kematian tengga kerji konstruksi;

3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian
pihak ketiza,

b.  Terhifung scjak Tanggal Mulsi Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjann ini, bahan dan
periengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabal Penandatangan Konirak :

¢.  Perlanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban
peninggungan dalam pasal ini;

d. Kehilangan atau kerusakun terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu
dengan hasil pekerjuan sefak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas
tanggungannya sendiri jikn kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat
tindakan atsu kelalaian Penyedia

17. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MLUITU

a. Fejabat Penandatarigan Kontrak berwenang  melakukan  pengawasan  dan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penvedia.
Apabila diperiukan, Pejabal Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada
pihak ketiga untuk melkukan pengawasan dan pemeriksaan  atas  semua
pelaksanaan pekerjuan yang dilaksanakan olch penyeding

b.  Pejabut Penandatungin Kontrak memberitahukan secara lertulis penyedin atas setinp
cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapal memerintahkan
penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguii
pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat
mutu. Penyedin bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Komitrak;

¢. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu terscbut, Penyedia berkewajiban untuk
memperbaiki  Cacal Mutu  dalam  jangka  wakin yang  ditelapkan  dalam
pemberitabuan;

d.  Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam Jangka waktu yang ditentukan
maka Pejabat Penandatangan Kontrak , berdasarkan pertimbangan Fengawas
Pekerjuun, berhak untiuk secars langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebul, Penyedia
segera sctelah menerima klaim Pejabat Penandatangan Kontrak secara lertubis
berkewajiban untuk mengganti bisya perbnikan tersebut. Pejabal Pentandatanzan
Kontrak dapal memperolch penggantian biaya dengzan memotong pembayaran atas
tagihan Penyedia yang jatub tempo (jika ada) atau uang retensi alan pencairan
Jaminan Pemeliharaan atou jika tidak ads maka biayn penggantian akan
diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepaca Pejabat Penandatangan Kontrak
yang telah jatuh tempo;

¢ Pejabat Penundatangan Kontrak mengenakun denda keterlimbatan untuk setinp
keterfambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada
Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu:

£ Jangkd waktu perbaikan akibat Cacal Mutu paling lambat adalah 14 hari setelah
diterimanya pemberitahuan cacat mutu oleh Penyedin.

15. LAPORAN HASIL PEKERJAAN
4. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menectapkan
volume pekerjaan atuu kegintan yang telah dilaksanakan guna peribayaran hasil
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil
pekerjaan;
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b.  Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerinan dicatat dalam buku harian sehagai
bahan laporan kemajuan hasil peketjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan
dan catatan-catatan lain vang berkengan dengan pelaksangan pekerjaan;

€. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulinan
sesuii dengan kebutuhan:

d.  Untuk merekam kesintan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatangan
Kontrak dan Penyedia membual foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan
pekerjaun di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan;

€. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas
Pekerjaan, dan disctujui oleh Pejabal Penandatangan Kontrak / pihak Pejabal
Penandatangnn Kontrak _

19. SERAH TERIMA PEKERJAAN

#. Setelah pekerjaun selesai, sesuai dengan ketentuan yang lertuang dalam SPK,
Penyedin mengajukan permintann secara tertulis kepada Pejabal Penandatangan
Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan;

b. Pejabal Perandatangan Kontrak  memeriniahkan Pengawas Pekerjman untuk
melakulan pemeriksaan terhadup hasil pekerjaun;

€. Pemeriksaan  dilakukan  terhadap  kesesusian  hasil pekerjaan  terhadap
kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam SPK;

d. Hasil pemeriksaan dari  Pengawas Pekerjaan  disampaikan  kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak , apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjnan tidak sesusi
dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabal
Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau
melengkapi kekurangan pekerjaan:

€. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjoan telah sesuni dengan ketentiuan yang
fercantum dalam SPK maka Pejubat Penandatangan Kontruk  dan Penyedia
menandatangani Berita Acara Seruh Terima Pertama Pekerinan;

{.  Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan pulub lima persen) dari Hursn
Kontrak, sedangkon yang 5% (lima persen} merupakan refensi seluma masa
pemeliharaan, atau pembavaran dilukukan scbesar 100% (seratus persen) dari
Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Juminan Pemeliharaan sebesar 5%
(lima persen) dari Harga Kontrak.

20. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN

a.  Penyedia wajib memelihara hasil pekerjnan selama Masa Pemeliharaan sehingun
kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan:

b.  Lamanyas Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SPK;

€. Selelah Muasa Pemeliharaan berakhir, Penyedin mengajukan permintaan secarn
tertulis kepada Pejabit Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan;

d. Apabila dalam pemeriksann hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakuan semug
kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengun
ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan
Penyedin menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;

¢ Pejabat Penandatangan Kontrak waiib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak
vang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan;

f. Apabiln Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sehugnimana
mestinyd, maka SPK dapal diputuskan sepihak oleh Pejabat Penanditangan Kontrak
dan Penyedin dikenakan sanksi sesuai kelentuun peraturan perundansgan;

8 Sefelah pemandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaun, Pejabai
Penandatangan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA

Z1. FERUBAHAN SPK

a.  SPK hanya dapat diubsh melalui adendum SPK;

b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dpabila disetujui oleh pars pihak, yang
diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
1) perubahan pekerjaan;
2)  perubghan Harga Kontrak:
3)  perubahan judwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan:
4) perubahan SPK yang discbabkan masalah administrasi.

€. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabal Penandatangan Kontrak dapat meminta
pertimbangan dari Pengawas Pekerjuan,

22, PERUBAHAN PEKERJAAN
g Dalam hal terdapat perbedian antara kondisi lapungan pada sant pelaksanaan
dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen .':-PK,|




—___—*

- 5h-

Pejubat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakitkan perubahan |
pekerjaan, yang meliputi:

1} menambah dan/atay mengurangi jenis/ jumlah keluaran;

2)  mengubah spesifikasi teknis dan/atay gambuar pekeriaan; dan/atay

3) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan,

b. Dalam hal tidak terjudi perubghan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada
huruf a diatas namun ada perintah perubihan dari Pejabat Penandatangan Kontrak
+ Pejabut Penandatangan Kontrak dan Penyedia dapat menyepakati perubahan
pekerjaan sebugaimana Pusal 22.a angka 1 simpai angky 3;

¢. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejubat Penandatangan Kontrak secara
tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosinsi teknis dan harga
dengan fetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK awal;

b Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berits Acara sebagni dasar penyusunan
adendum SPK;

€. Dalam hal perubahan pekeriaan mengakibatkan penambahan Harga Kontrak,
perubahan SPK dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Konlrak akhir
tidak melebihi 10% (sepuluh persen) duri harga yang tercantum dalam SPK awal dan
tersedianyy anggaran.

23. FERUBAHAN HARGA

4. Perubahan Harga Komtrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atay
Peristiwa Kompensasi;

b.  Apabila ferdapal perubahan pekerjaan, maka penentuan hargn bary dilukukan
dengan negosiasi;

¢, Ketenfuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa
Kompensasi;

24. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERIAAN DAN/ATAL MASA PELAKSANAAN
' d.  Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat dinkibatkan oleh:
1) perubahan pekerjuan;
2) perpanjanzun Masy Pelaksanuan: dan/atuu
) Peristiwa Kompensasi.

b. Perpanjangan Masa Pelaksanuan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan |
Kontrak atas perfimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

1) perubihan pekerjaan;
2)  Peristiwa Kompensasi: dan/atau
) Keadann Kahar,

€. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjung paling kurang sama dengan  wakiu
terhentinyn SPK uakibat Keadnan Kahar atay walkiu yang diperlukan untuk
menyelesaikan pekerjsun akibat dari ketentuan pada huruf b diatas;

d. Pejubat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjungan Masa Pelaksanaan
dlas SPK setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang disjukan oleh
Penyedia dalam jangks waktu sesuai pertimbangan yung wajar setelah Penvedia |
meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dim alus
keterlambatan atou tidak dapai bekerja sama untuk mencegah keterlambatan
sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tiduk dapal dijadikan alasan
untuk memperpanjung Masa Pelaksanaan:

¢.  Pejabat Penandatangan Kontruk berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan
hurus lelah menctapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama;

f. Persetujuan  perubahan jadwal pelaksanaan  dan/atan perpanjangan  Musy
Pelaksanaan dituangkan dalam adendum SPK;

& Jikn terjadi Peristiwa Kompensasi schinggn penyelesaian pekerjaan akan mnelumpai
Masa Pelaksanaan maka Penyedin berhak untuk memints perpanjangan Masa
Pelaksanaan  berdasarkan data penunjang.  Pejabal  Penandatangan  Kontrak
berdasarkan pertimbungan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan
secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum
SPK.

25, KEADAAN KAHAR

a.  Dulam hal terjadi keaduan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia
memberitahukan tentang terjudinyn Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secarn
tertulis dengan ketentuan ;

1) dalam wakiu paling lambat 14 (empat belus) hari kalender sejak menyadar atiu
scharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadsan Kahar:
2)  menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan

3) menyerahkan hasil identifikosi kewajiban dan kinerjn pelaksanaan yang |
terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar lersebul,

b, Dalam Keadsun Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya

yang ditentukan dalam kontrak bukan merupikan ciders janji atau wanpresiasi

apubila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya |
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© kewsjiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bugian pekerjaan yang |
terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar, .

26, PERISTIWA KOMPENSAS]
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:

1) Pejabat Penundalangan Kontrak mengubah jadwal pekerinan yang duput
mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

2)  keterlumbatun pembayaran kepada Penyedia;

3 Pejabal Penandatangan Kontrak tidak memberikan fambar-gambar, spesifikasi
dan/atau instruksi sesuni jadwal yang dibutuhkan;

4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai Jadwal dalam SPK;

3) Pejabat Penandatangan Konirak memerintahkan penundasn pelaksanaan
pekerjaan;

6) Pejabal Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi
terteniu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkun /tidak disebalbkan
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ; atay

b. Jika Perisiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambaban  dan/utau |
keterlambatan  penyelesaian pekerjaan maka  Pejabat Penandatangan Kontrak
berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/stau memberikan perpanjangan
Masa Pelaksanaan;

€. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan
data penunjang dan perhifungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada
Pejabat Penundatangan Konirak s dhapat dibuktikan kerugian nyate;

d. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data
penunjang danperhitungan kompensasi yang digjukan oleh Penyedia kepada Pejnbat
Penandatangan Kontrak |, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akiba
Peristiwa Kompensast:

e, Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanauan jikn
Penyedin gagal atau lalai untuk memberikan peringalan dini dalam mengantisipasi
dtau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi,

27. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

4. Penghentian SPK dapat dilakukan karenn terjadi Keadaan Kahar;

b, Pemutusan SPK dilakukan dengan terlebih dahuly memberikan 3 (tiga) kali surat
peringatan dari saluh satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan
wanpresinsi;

Pemutusan SPK dapat dilakukan aleh Pejabat Penandatangan Kontrak atan Penyedin;
Pemittusan SPK dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari kalender
setelah Pejabal Penandatangan Kontruk / Fenyedia menyampuikan pemberitahuan
rencans Pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan
Kontrak ;

¢ Dalum hal dilakukan pemutusan SPK oleh salah satu pihak maka Pejabat

Penundatangan Kontrak  membayar kepada Penyedia sesuai dengun pencapaian

prestasi pekerjaan vang teldh diterima oleh Pejabut  Penandatangan Kontrak

dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia
menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Konteak dan
selanjutnya menjadi hak milik Pejabuaf Penandamngun Kontrak ;

£ Mengesampingkan Pusal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedin melalil pemberitnhuan tertulis dapat

melakukan pemutusan SPK apabila:

1) Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia terbukti melakukan korupsi,
kolusi, dan/afau nepotisme, kecurangan dan/atau pomalsuan dalam proses
pengadaan yang diputuskan oleh Instansi vang berwenang;

2)  pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme  dan/atau pelanggaran persaingan schal dalam pelaksanain
Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;

3)  Penyedia bernda dalam kepdaan pailit vang diputuskan oleh pengadilan;

4} Penyedia terbukti dikenukan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan
SPK;

5} Penyedia gagal memperbaiki kinerja;

6)  Penyedia lalai/ciders janji dalam melaksanakan kewajibarmyn dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka wakiu yang telah ditetapkan; |

7). berdasarkan penelitian Pejubat Penandatangan Kontrak | Penyedia tidak akan
mampu  menyelesaikan  keselurihan pekerjuan  walaupun  diberikan
kesempatan  sejak  masa  berakhirnya pelaksanaan  pekerinan  untuk
menyelesuikan pekerjaan;

A
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8 sefelah  diberikan  kesemnpatan menyelesaikan pekerjuan  sejak  masa |
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penvedin tiduk dupat menyelesaikan
pekerjann;

9)  Penyedia menghentikan pekerjaan seluma 28 (dua puluh delapun) hari
kalender dan penghentian ini tidak lercarntum dalam jadwal pelaksaraan
pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;

10)  Penyedia mengalihkan seluruh kontrak biukan dikarenakan pergantian nama
Penyedia;

L) setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatungun Kontrak | Pengawas
Pekerjaan memerintahkan Penyedin untuk menunda pelaksanaan pekerjaan
atan kelanjutan pekerjaan, dan perintuh tersebut tidak ditarik selama 28 (din
pitluh delapan) hari kalonder; gtay

12)  Pejabat Penandatangan Kontrak  fidak menerbitkan Sural  Permintaan
Pembayaran (SPF) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang
disepnkati.

&  Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pelaksanann karena kesalnhan
Penyedin maka: |
1) Sisa uang muoka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Usng Muka

dicairkan terlebih dahulu (apabila diberikin);

2} penyedia membayar denda (apabila ada); dan |

31 penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

h. Dalam hal pemutusan SPK dilukukan pada Masa Pemeliharaun karena kesalahan |
Fenyedia, muaka:

1) Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau
Jaminan  Pemeliharann  dicairkan  terlebih dahuly  untuk  membinyni
perbuikan/ pemeliharaan; dan

2)  Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam,

L Dalam hal pemutusan $PK dilukukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat
penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau ,
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, makn Pejabal
Penandatangan Kontruk  dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang -
undangan;

I Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorksn ke kas
Negara/Daerah;

k. Dalam hal terdapat nilai sisa Penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan
Pemeliharman  untuk membigyai pembiayaan/pemeliharaan  muka Pejabat
Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan ke kas Negara/Dacrah,

28. FEMBAYARAN

8. Pembayaran prestasi hasil pekerigan yang disepukati dilakukan oleh Pejabat

FPenandatangan Kontrak ydengan ketertuan:
1) Fenyedin telah mengajukan tagihun disertui laporan kemujuan hasil pekerjaan;
2) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjgan yung
telah dicapui dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
3)  pembayaran dilakukan terhadnp pekerjaan yang sudah terpasana;
4} pembayaran dilakukan dengan sistem termin atau sckaligus sesuai ketentuan
dalam SPK;
5)  pembayaran harus memperhitungkan:
i angsuran uang muka;
. denda dan/atau ganti rugi (apabila sda):
iii.  pajak; dan/atay
iv. uang retensi.

b.  pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acars
Seruh Terima Pertuma Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangun
Kontrak dan Penyedia;

¢. Schelum  pembayaran terakhir  dilakukan, Penyedin  berkewajiban  untuk
menyerahkan kepads Fengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilw tagihan
terakhir yang jatub tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil
penelitian lagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP
untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima
oleh Pengawas Pekerjaan:

d. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun wakiy 7 (tujtth) hari kera setelah
pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan
Sural Permintaan Pembayaran kepada Pejubat Penandatanganan Surat Perintah
Membayar (PPSPM);

¢. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjuc
alasan unfuk menunda pembayaran. Pejaba Penandatangan Kontruk dapat memingy |
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| Penyedia  untuk menyampaikan  perhifungan  presiasi  sementara dengan |
| mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan:

L. Pejabat Penandatangan Kontrak dupat menungzuhkan pembayaran setiup angsuran |
| prestasi pekerjnan Fenyedia jika Penyedia ugul atau lalai memenuhi kewajibin
kontraktualnya, termasuk penyershan setiap Hasil Pekerjanm sesuai dengan waktu

yang lelah ditetapkan melalui pemberitalian tertulis.

29. DENDA DAN GANTI RUGH
‘ & Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: |
denda  keterlambatan  dalam penyelesaion  pelaksanuan pekerjuan,  denda
‘ keterlambatan dalam perbuikan Cacat Muibu
b. Ganti rugi merupukan sanksi finansial yang dikenakun kepada  Pejabay
Penandatangan  Kontrak muupin - Penyedin  karena terjadinya  cidern
| janji/ wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang
ditimbulkan: ‘
C.  Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambrtan
penyelesainn pekerjaan adalah 1% (satu perseribu) duri Harga Kontrak (schelum
PPN,
d. Besaran dendn keterlambatan perbaikan akibat Cacat Mutu unfuk setinp e
keterlambatan adalah 1/ 1000 (satu per seribu) dari biaya perbaikan cacat muti:
¢ Besarnyn ganti rugi schagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak atas kelerlambatan pembayaran adaluh sebesar bunga dari
nilai tagihan yang terlambat dibayur, berdasarkan tingkat suky bunga yang berluku |
| pada saat itu menurul ketetapan Bank Indonesia, separjang, telah diputuskan aleh
| lembaga yang berwenang;

f.  Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak seteluh ditunngkan
. dalam adendum SPK; |
& Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangun Kontrak | apabila
Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-dais |
30. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupayn sungguk-
sungguh menyelesaikan secars damai semua persclisihan yang timbul dari atau
berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinyn selama atau setelih pelaksanaun
pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapnt disclesaikan  secarn musyawarah muaks
| perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsilinsi, atau arbitrase,
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BAB X. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

tkop surat K/LFD)

Nomor :
Lampiran ;

20 __

Kepada Yih,

di

Perfhal : Penunjukan Penyedin Pekerjaan Konstruksi untuk Pelaksanaon Puker Pengudaan

Dengan ini kami beritahukan  bahwa penawaran. Saudara nomor
tentnnsg dengan hasil negosiasi hargn sebesar Rp
) knmi nyntakan diterirma/disetujui.

langsgal

i

Sebagal tindok lamjut dari Surat Penunjukan Penvedia Barang/Jasa (SPPB)) ini Saudara
diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerfa  setelah
diterbitkannya SPPBJ, Kegagalan Saudars untuk menerimu penunjukan inl vang disusun
berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenaknn sanksi sesuai ketenfuan
dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadain Barang/Jasa Pemerintah beseria
petunjuk eknisnya.

Satuan Kerjn
Pejabat Penandatangan Kontrak

Mannda targgnn|

{nama fengkap/
[inbatsen)
NIP:

Tembusan Yih, :

L [FA/KPA K/L/FDY
& (AP KL Pry
3. {Peiabat Peneaduan




